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Pesan menarik  yang  muncul pada media  sosial yang mengatasnamakan Presiden pertama  Republik Indonesia, Ir. Soekarno, berbunyi,  “….Kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi, kalau jadi  Katolik jangan jadi orang Vatican..Tetaplah jadi orang Indonesia dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini…”

Lantas, siapakah Indonesia…??  Untuk mengetahui  latar belakang siapakah Indonesia, maka kita harus  melihat jalinan sejarah bagaimana identitas Nusantara ini terbentuk. Sejak tahun 1928 pergerakan pemuda mencapai puncaknya dengan diikrarkan Sumpah Pemuda. Goenawan Mohammad,  dalam Catatan Pinggir, “Melayu”, menyatakan sejarah Indonesia adalah perjuangan generasi yang ingin membebaskan diri dari tekanan penjajah. Amir Hamzah, seperti teman-teman segenerasinya melihat diri bagian dari generasi yang didera oleh masa depan. Mereka hendak menciptakan sesuatu  yang baru dari sebuah kondisi  terjajah, terkebelakang, terhina –sesuatu yang bukan lagi bisa disebut sebagai  “Jawa, Melayu, Ambon, Dayak, Bugis”. Dalam arti itu Air Hamzah adalah sebuah fenomen “pasca Melayu”.
Melayu bukanlah identitas sebuah kelompok etnis, melainkan sebuah lapisan elite yang masih berhubungan dengan darah raja. Kitab Sejarah Melayu praktis berarti genealogi para Sultan. Tapi setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis tahun 1511, keluarga kerajaan melarikan diri ke Johor, tak ada lagi pemegang hegemoni yang menentukan apa arti “Melayu”. Kata itu akhirnya menyebar bersama diaspora para pedagang pasca Malaka. “Melayu” bukan lagi identitas yang menunjukkan lapisan sosial, melainkan sebuah “identitas horizontal”. Nama ini menjadi penanda dalam pengelompokan sosial yang berbeda-beda tetapi setara—terutama dalam pandangan kekuasaan kolonial orang Eropa.
Maka pembebasan dari kolonialisme bertaut dengan kehendak melepaskan diri  dari tatapan yang membekukan, dan merupakan bagian dari pembebasan itu Ia tidak lagi bisa disebut “Melayu”. Sejak tahun 1930 an puisi Indonesia adalah  puisi para “musyafir lata”, “para pejalan yang tidak punya apa-apa selain kebebasannya dalam menjelajah”. Indonesia lahir dari penjelajahan itu. Sebab itulah nasionalisme Indonesia bukanlah nasionalisme yang mengangkat milik yang diwariskan masa lalu, baik dalam wujud candi maupun ketentuan biologi. Mungkin itu sebabnya “Indonesia” dan ke-“Indonesia”-an selalu terasa genting, tapi dengan itu justru punya makna yang tak mudah disepelekan. Perjuangan menemukan “siapa Indonesia dan  “menjadi Indonesia” merupakan kisah setiap jiwa dan tubuh para pemuda yang ada di bumi Nusantara ini. Makalah ini adalah salah satu dari usaha menginterpretasikan kehadiran “diri” dalam pergulatan diri menjadi  Indonesia dan Keindonesiaan melalui fenomena seni. 
Secara deskriptif   “Lampung” dipahami    dalam kategori sebagai sebuah wilayah teritorial dan  wilayah administratif;  dan  Lampung sebagai wilayah budaya. Hal ini dianggap penting karena selama  ini politik identitas Indonesia  cenderung menyamakan identitas  sebuah propinsi sebagai  sebuah identitas teritorial dan  budaya sekaligus.   Sebagaimana  Picard (1996) dalam penelitiannya tentang Bali menyimpulkan, Pemerintah berperan dalam membentuk identitas-identitas etnis. Dengan mempromosikan sebuah identitas propinsial yang homogen, ‘Bali’ sekarang hanya menunjuk pada tiga acuan, yaitu acuan geografis, acuan etnis, dan acuan administratif.   Pada “Lampung”  identitas yang dibentuk baik oleh pemerintah kolonial Belanda (dengan program ‘kolonisasi’),  maupun pemerintah Indonesia, yang pada masa Orde Baru disebut dengan program ‘transmigrasi’ adalah sebuah wilayah transmigran ‘Jawa’,  sehingga bila orang menyebut ‘Lampung’ maka yang akan muncul adalah  sebuah wilayah teritorial dengan identitas  ‘Jawa’ dan ‘transmigran’nya.​[1]​  
Indonesia selama ini  dicirikan sebagai negara bangsa yang plural, sebuah negara yang terdiri dari 17.000 pulau, dan 205 suku bangsa. Keberadaan berbagai etnis yang jumlahnya begitu besar dan tersebar di berbagai wilayah geografis yang luas dapat menjadi gambaran betapa kompleksnya kebudayaan yang ada di Indonesia. Wajah Indonesia selama ini digambarkan sebagai sebuah negara agraris   dengan mayoritas penduduknya bermatapencaharian sebagai petani. Sawah-sawah yang hijau dan subur membentang laksana ‘zambrut  khatulistiwa’. Pada pembagian yang lebih luas, masyarakat Indonesia   dipilah  ke dalam dua kategori  yakni maritim dan agraris, sebagaimana Pramoedya Ananta Toer (2001)    dalam novelnya  Arus Balik  menegaskan hal itu, bahwa Nusantara  merupakan kekuatan masyarakat maritim dan agraris.  Oleh karenanya Toer  mengkritisi pola pemerintahan  ‘Orde Baru’ yang dianggapnya ‘gagal’ dalam memerintah Nusantara ini, disebabkan    ‘Orde Baru’ menggunakan pola-pola agraris (tanah-darat) sebagai  dasar pemerintahan Nusantara yang maritim (air-laut), sebagaimana yang tersurat dalam percakapan antara Gusti Ratu Aisyah, dengan putranya Sultan Trenggono.
Ketahuilah, bahwa hanya dengan kekuatan armada saja orang dapat menghalau Peranggi, musuhnya. Dengan pasukan darat orang cuma akan memerangi saudara-saudaranya sendiri, dan bukan musuhnya (Ananta Toer, 2001:470). 

Dalam interpretasinya atas sejarah Tuban hingga Demak, Pramoedya Ananta Toer beranggapan bahwa Sultan Trenggono (Sultan Demak saat itu) lebih cenderung membangun kekuatan-kekuatan darat guna memperkuat kekuasaaannya. Sultan ini ingin membuktikan bahwa pandangan ibunya keliru, pandangannya lah yang benar bahwa “tanpa laut pun Demak akan jadi besar dan jaya”. Ia memperkuat  pasukan daratnya dan  setiap hari dengan pasukan berkuda kebanggaannya ia berlatih sodor, ketangkasan berpacu sambil memainkan pedang. Sementara ibundanya, Gusti Ratu Aisyah  sebagaimana Pati Unus, --kakak Sultan Trenggono  yang wafat dalam penyerangannya ke selat Malaka guna mengusir Peranggi--,  cenderung lebih mengutamakan membangun armada, kekuatan laut untuk melindungi kerajaannya dari kekuatan luar, sebagaimana yang seharusnya juga dilakukan oleh pemerintahan Nusantara sekarang ini. Dalam wejangannya Gusti Ratu Aisyah  menegaskan kepada putranya bahwa ia adalah orang pesisir (laut) yang berbeda dengan orang pedalaman (gunung).
Dengarkan Kakandamu almarhum, “Barangsiapa berpendapat menguasai Jawa lebih penting daripada menghancurkan Peranggi dia akan dikutuk oleh anak cucu, karena ia sudah tahu sebelumnya, pendapatnya itu telah menyerahkan si anak cucu untuk jadi terkaman Peranggi sudah sejak dalam kandungan ibunya (Toer, 2001:475-480).

Konsep Nusantara dalam pembagian ‘negara’ dengan pola pemerintahan   agraris dan maritim dipertegas pula oleh Onghokham (2003) dan Kuntowijoyo (1987). Onghokham (2003) menyatakan bahwa ada perbedaan antara kesultanan laut dengan kerajaan agraria yang melahirkan budaya ‘keraton’. Berlainan dengan kesultanan laut, di kerajaan agraria kesatuan politik masih tetap ada selama masih ada pusaka-pusaka dan siti hinggil (tahta) masih berada di tempat suci. Dengan singkat dapat dikatakan  bahwa selama ada keraton, kerajaan masih ada. Bahkan kerajaan yang fungsi politiknya telah dihapuskan seperti pada Sultan Hamengku Buwono VII, Sultan masih tetap memegang teguh konsep kekuasaan ratu gung binantahara atau ‘raja besar yang didewakan’, dengan kekuasaan tetap dipegang Sultan walaupun hanya dalam bidang budaya. Kuntowijoyo (1987:13)   mengatakan bahwa pada masyarakat dengan tipe-tipe kerajaan maritim dan komersial, pusat kerajaan tidak begitu penting sehingga sulit dicari kesinambungan lembaga yang memproduksi kearifan simbolis. Hal ini dikarenakan umumnya masyarakat maritim hidup di muara sungai dan laut seperti umumnya kerajaan-kerajaan di semenanjung Malaysia, Sumatera, dan Kalimantan yang mempunyai ciri demokratis. Hal ini dikarenakan perbedaan antara rakyat dan penguasa pada dasarnya tidak besar. Golongan bangsawan, raja, dan rakyat ikut serta dalam perniagaan bersama-sama. Raja dan bangsawan memiliki modal (kapal), yang kadang-kadang berniaga sendiri atau mempercayakan modalnya kepada ahli-ahli perniagaan yang disebut Syahbandar, dengan hulu balang yang bertugas menjaga keamanan disebut ‘Hang’ (Ensiklopedi Nasional Indonesia,1990:4).
Dari aspek ideologis-budaya ditambahkan Onghokham (2003:358)  sejak abad ke- 19 Asia Tenggara dibagi dalam dua peradaban besar, yakni peradaban Indic (India) dan Sinic (Cina). Pengaruh  Indic terdapat pada ideologis budaya Indonesia, Muangthai, Burma, Laos dan Kamboja, sedangkan. peradaban Sinic  khususnya terdapat pada budaya Vietnam. Sumardjo (2006) menyatakan bahwa struktur masyarakat Indonesia saat ini  saling tumpang tindih, namun dapat dikatakan bahwa struktur masyarakat saat ini bersumber pada   pola budaya masyarakat primordial Indonesia yang terbagi ke dalam  pola dua, pola tiga, pola empat, dan  pola lima. Artinya, masih dapat dilihat pola-pola budaya masyarakat saat ini secara sinkronik dan diakronik. Walaupun secara umum dapat dilihat tersebarnya persamaan pola-pola budaya pada suku-suku di Indonesia, namun tidak bisa lantas disamaratakan semua. Setiap  masyarakat memiliki keunikan sendiri-sendiri. Bila terdapat banyak persamaan pola-pola kemasyarakatan antara masyarakat Lampung dan  Batak, maka tidak lantas bisa  dikatakan bahwa keduanya adalah sama dikarenakan terdapat  pula perbedaan di antara keduanya. 
Dasar pemikiran pola-pola budaya masyarakat primordial Indonesia merupakan dasar pemikiran Sumardjo (2006), yakni pola dua, pola tiga, pola empat, dan pola lima. 
Konsep-konsep ini dipakai untuk mengkritisi  kategorisasi ”Nusantara” selama ini dengan mengawinkan pendapat dari Onghokham, Kuntowijoyo  dan Toer, dengan simpulan bahwa masyarakat Indonesia –negeri kepulauan tropis ini--tidak saja hanya terbagi pada masyarakat maritim dan agraris saja. Masyarakat maritim  ternyata terpilah pula menjadi masyarakat maritim yang hanya menggantungkan hidup pada laut, dan masyarakat maritim yang hidup di pesisir pantai dan menggantungkan hidupnya dari perladangan. Budaya agraris Nusantara dibedakan pula menjadi pertanian sawah (wet rice cultivation) dan pertanian  ladang (shifting cultivation) (lihat Geertz, 1971:12-37 dan Nasikun, 1984:44). Dari sistem pola budaya, pola dua  merupakan ekspresi dari budaya peramu,  pola tiga dari budaya primordial ladang, pola empat dari budaya maritim, dan  pola lima dari budaya petani sawah. Pola budaya Lampung merupakan ekspresi budaya maritim-ladang sebagaimana juga terdapat di daerah-daerah pesisir perladangan dan persawahan yang mengembangkan diri dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan, seperti yang  terjadi di Sumatera (Melayu), Sunda, Jawa, Bugis, Makassar, dan Aceh (Sumardjo, 2006:28). Hingga jika  selama ini  Nusantara hanya dibagi atas pola agraris dan maritim saja, serta selalu memakai  ukuran satu pola umum di atas pola yang lainnya, maka hal itu merupakan satu kesalahan besar. 
Makalah ini memberikan sebuah kisah bagaimana fenomena seni sesungguhnya mampu membuka gerakan sosial dengan   mengkritisi pemahaman budaya Nusantara dengan cara membongkar latar yang ada di dalamnya, sehingga keberagaman nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat Indonesia justru menjadi penguat akan kebesaran budaya negara ini. Pada akhirnya kesalahan pemahaman budaya yang terjadi di masa lalu tidak akan terulang kembali di masa yang akan datang. 
Persoalan ekologi ini membias pula pada perbedaan sistem pemerintahan sebagaimana  P.J. Soewarno (1997) yang menyatakan bahwa terdapat tiga sistem pemerintahan di Nusantara yakni sistem pemerintahan  Melayu (maritim) dengan sistem Musyawarah Mufakat; Bugis (pesisir-peladang) dengan sistem Dewan Perwakilan Rakyat dan  Jawa (pedalaman:agraris: sawah) dengan sistem pemerintahan keraton. 

Lampung: Masyarakat Pesisir-Peladang: Pola Tiga 
Abdullah A. Soebing (1988:14)  mengemukakan tiga aturan adat yang harus dipatuhi oleh orang Lampung agar bernilai dalam pergaulan keseharian yang disebutnya sebagai ‘seruas tiga buku, tiga genap dua ganjil’. Adat ini berisikan aturan yang harus dipahami oleh mereka yang menyebut diri sebagai orang Lampung, yaitu (1) ajaran adat cepala, yaitu pi-il pasenggiri yang berisikan nilai dan norma kehormatan pribadi dan keluarga; (2) ngejuk ngakuk (memberi dan mengambil anak dara), yang berisikan aturan-aturan yang mengikat akibat terjadinya perkawinan; dan (3) adat kebumian (pepadun) yang berisikan kedudukan seseorang di dalam lembaga adat. Dapat disimpulkan bahwa adat cepala dianggap sebagai tiang saka, adat pengakuk sebagai tubuh dan kerangka, dan  adat pepadun sebagai kedudukan. Jadi sempurnanya seorang warga Lampung bila tubuh dan kerangkanya memiliki kedudukan dengan ditopang kuat oleh tiang saka. 
Konsep ‘seruas tiga buku,  tiga genap dua ganjil’ merupakan konsep nilai yang mengacu pada pola tiga.  Bukan dua yang bernilai genap, melainkan tiga, --hal yang tidak mengacu pada konsep nilai bilangan-- yang menyebut angka  dua sebagai bilangan ‘genap’ dan angka tiga sebagai bilangan ‘ganjil’.  Tiga sebagai ‘genap’ mengandung falsafah  tiga buku yang terdapat di dalam seruas jari adalah genap, justru  karena jumlah ganjilnya. Dengan tiga buku yang ada di seruas jari tangan, seseorang dapat  memegang benda. Mengumpamakan istilah buku-buku sebagaimana pada ruas tanaman tebu, menginterpretasikan pula bahwa rasa manis gula yang merupakan  sari pati dari tanaman tebu akan bermanfaat hanya  bagi mereka yang bisa menyerapnya. Selain itu pemahaman ‘ganjil’ bagi orang Lampung adalah hal yang ‘aneh’, tidak sesuai dengan norma-norma umumnya. Dapat juga diartikan sebagai ‘sinting’, ‘setengah’ atau ‘gila’, yaitu orang yang dianggap ‘kurang akal’ sehatnya. 
Dari falsafah ini dapat disimpulkan bahwa nilai seseorang di dalam masyarakat; penghormatan dan penghargaan orang lain terhadapnya,  ditentukan berdasarkan (1) nilai kehormatan pribadi karena perilaku (adat cepala: pi-il pasenggiri), (2) nilai kehormatan keluarga karena perkawinan (adat pengakuk),  (3) nilai kehormatan keturunan atau kedudukannya di dalam lembaga adat (adat kebumian, pepadun). Pola tiga dalam falsafah ‘seruas tiga buku, tiga genap dua ganjil’ dapat digambarkan dalam pola pohon hayat  yang diwujudkan dalam motif tumpal atau motif hurup A sebagaimana motif-motif yang terdapat di kain tapis dan kain kapal. Di sini  adat kebumian merupakan dasar landasan kedudukan seseorang yang dapat terlihat  sebagai wujud bumi, dunia bawah; adat pengakuk merupakan perilaku, bagian tengah, dunia manusia; dan adat cepala merupakan nilai atau norma yang menjadi acuan untuk perilaku seseorang di dalam pergaulan, menjadi bagian atas-langit, sebagai sesuatu yang diidealkan oleh masyarakat.


                                                  Gambar 1
      Skema tiga tungku batu yang berisikan nilai kehormatan seseorang 

Pola tiga mengandung falsafah bahwa di antara dunia atas dan bawah ada dunia tengah. Pola tiga merupakan perkembangan dari pola dua yang bertolak dari kepercayaan dualisme antagonistik dalam segala hal. Keduanya terpisah dan berjarak, tetapi pemisahan itu tidak baik karena akan mendatangkan kematian. Oleh karenanya pemisahan yang antagonistik harus diakhiri dengan mengawinkan keduanya. Hidup itu dimungkinkan karena adanya harmoni. Syarat hidup adalah adanya harmoni dari dua entitas yang saling bertentangan tetapi saling melengkapi (Sumardjo, 2006:73). Berbeda dengan kaum peramu yang lebih menekankan pada pertentangan, harmoni kaum peladang tidak melenyapkan dua entitas, tetapi mengawinkannya, yang akan melahirkan entitas baru. Peristiwa harmoni adalah peristiwa paradoks, tidak ada yang dikalahkan, dan tidak ada yang dimenangkan. Keduanya pemenang, bahkan melahirkan hidup baru. Estetika pola tiga terfokus pada terbentuknya simbol-simbol paradoks berupa ‘dunia tengah’ yang mengharmonikan semua hal yang dualistik-antagonistik. Wujudnya cenderung horisontalis, --yakni lebih mengutamakan paradoks duniawi daripada paradoks surgawi—yang berbeda dengan budaya pola lima-sembilan masyarakat sawah. Pada pola tiga kurang dikenal adagium ‘manunggaling kawula-Gusti’ yang lebih vertikal sebagaimana mistisisme yang  berkembang dalam masyarakat pesawah yang berpola lima-sembilan.

                                                        Gambar 2
Skema tungku tiga batu ‘nilai kehormatan’ dalam wujud horizontal

Konsep pola tiga yang cenderung horisontalis tercermin  pula di dalam tiga hal yang ingin dilaksanakan oleh orang Lampung agar mencapai kesempurnaan hidup yaitu: (1)  benuwa, artinya ia mempunyai rumah; (2) begawi, artinya ia mampu mengadakan pesta perkawinan adat untuk anaknya (mengambil menantu); serta (3) cakak haji atau cakak Mekkah (naik haji ke Mekah). Ketiga hal di atas menyimpulkan bahwa orang Lampung harus mempunyai harta benda (dilihat dari benuwa), mempunyai derajat keturunan yang terjadi karena perkawinan (begawi), serta memahami ilmu guna bekal di akhirat nanti (cakak Mekkah). Kesempurnaan tersebut berkait dengan penyelesaian tugas yang dibebankan kepada seorang yang telah dewasa (punggawo), yang apabila tugas-tugas tersebut telah dilaksanakan maka ia akan mendapat kehormatan dalam lingkungan masyarakatnya, sebagaimana tercermin dalam kalimat berikut.
Nyou kesusahan pesekam lagei, kak benuwou, radu ngamatu, kak kiaji.
Artinya: apalagi kesusahan anda ini, telah mempunyai rumah, sudah mengambil menantu dan sudah naik haji.

Untuk  itu seorang punggawo selalu berusaha untuk melaksanakan ketiga tugas tersebut, demikian pula kerabatnya turut merasa puas apabila turut membantu pihak lain untuk menyelesaikan tugas tersebut. Hal ini didorong oleh suatu perasaan bahwa bantuan yang diberikan akan menjadi tabungan (tanoman) bila kita melakukan hal yang serupa. Bantuan dapat berupa uang, makanan, ataupun dalam bentuk moral dan material dalam arti luas. Pihak penerima akan merasa puas apabila dapat membalasnya dan sebaliknya akan merasa malu dan rendah diri bila tidak dapat membalas budi baik orang lain.
Nilai tiga sebagai wujud kesempurnaan yang harus dimiliki seseorang agar berharga di masyarakatnya. Pada sistem perkawinan  Lampung (adat pengakuk), kelompok satu marga disebut dengan adat kebumian (kedudukan berdasarkan sistem kepenyimbangan); kelompok pemberi istri (ngejuk) adalah pihak perempuan; kelompok penerima istri (ngakuk) adalah pihak laki-laki.  Adat  kebumian adalah kedudukan seseorang  yang ditentukan  berdasarkan pangkal batang (garis keturunan laki-laki; kepenyimbangan). Adat pengakuk adalah suatu ketentuan dan cara-cara melakukan peminangan dan atau menerima peminangan dari pihak lain yang mengandung pasal-pasal hak adat seseorang berkait dengan   hak atas seseorang tentang jumlah dau yang wajib dipenuhi ketika mengambil atau mengawini seorang gadis dalam lingkup keluarga yang memiliki hak adat pengakuk itu. Ada perbedaan antara sereh  dengan hak adat pengakuk. Sereh adalah dau (uang yang harus dibayar) atau dapat juga berupa hewan atau benda yang ditinggalkan seorang gadis yang pergi menikah  sebagai pengganti dan pengisi ruangan yang kosong karena kepergiannya, sedangkan pengakuk adalah ‘nilai adat seseorang’.  Ngejuk-ngakuk secara harfiah artinya memberi dan mengambil. Di dalam adat berlaku ketentuan dari mana seseorang mengambil gadis (ngakuk) dan kepada siapa dia memberikan anak gadisnya (ngejuk). Hal ini dikarenakan soal ngejuk ngakuk merupakan faktor penting penentu dalam menentukan kemurnian dan berat ringannya darah keturunan seseorang pemangku adat. Adat Lampung juga ditegakkan di atas darah keturunan yang baik buruknya dinilai dari wanita yang diperistri.
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Skema struktur sosial tungku tiga pada upacara perkawinan

Akan tetapi adat ngejuk ngakuk di dalam masyarakat Lampung tidaklah setegas pada masyarakat Batak. ‘Tungku tiga batu’ pada  masyarakat Lampung dibangun dari kesatuan adat cepala, adat ngejuk ngakuk, dan adat kebumian seseorang. Artinya, pada masyarakat Lampung, nilai individual lebih diperhitungkan berdasarkan kemampuan diri pribadinya dibandingkan nilai kelompok. Artinya, keberhasilan seseorang, penghargaan orang lain terhadap seseorang, lebih ditentukan berdasarkan kemampuan orang tersebut.
Dalam cangget dan upacara perkawinan maka struktur tungku tiga batu dalam siklus hidup seorang wanita dan cangget yang mengiringinya tergambar sebagai berikut.
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Gambar 5
Skema cangget yang mengiringi  upacara siklus hidup 
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Gambar 6
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^1	 Sebagai contoh istilah  “Pujakesuma” yang merupakan akronim dari  “Putra Jawa kelahiran Sumatera” merupakan istilah yang sangat populer di kalangan masyarakat pada masa itu.
